


 

 

 

 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 31 TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR  KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang 
: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 

264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk jangka 

waktu 1 (satu) Tahun dan ditetapkan dalam 

Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah tahun 2017, Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib 

menyusun RKPD Tahun 2017 yang digunakan 

sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam 

penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Tahun 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2017. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 



 

 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);    

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 



 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 

Seri D); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga lain Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2010 Nomor 1 Seri D); 

 

 

 



 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2013 Nomor 3 Seri D); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang  Tata Cara 

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2015 Nomor 5 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2015 Nomor 3 Seri A). 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-

2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN 

BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) 

tahun. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Daerah) 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

   



 

5. Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen 

perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

6. Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang 

selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 

adalah dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 5 

(lima) tahun.   

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 atau disingkat RKPD 

Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 

(satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2017. 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen 

rencana kerja satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam 

rangka menyusun rencana pembangunan daerah. 

11. Kebijakan Umum APBD atau disingkat KUA adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau disingkat PPAS adalah 

program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah.  

13. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat 

RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.  

14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi program dan kegiatan suatu PD serta pagu anggaran 

sementara berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).  

 

 



 

BAB II 

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Ruang lingkup penyusunan RKPD meliputi: 

a. rancangan kerangka ekonomi daerah; 

b. program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja; 

c. sumber pendanaan dan prakiraan maju. 

 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 3 

RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas 

pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar 

tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara 

efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 

 

Bagian Ketiga 

Fungsi 

Pasal 4 

(1) RKPD Tahun 2017 berfungsi sebagai : 

a. pedoman penyusunan Renja-PD; 

b. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Provinsi Tahun 

Anggaran 2017; 

c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD 

Tahun 2017. 

(2) Dalam rangka penyusunan Renja-PD Tahun 2017 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, PD menggunakan RKPD Tahun 2017 

untuk: 

a. menyusun Rancangan Akhir Renja-PD; 

b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-PD. 

 

BAB  III 

TAHAPAN PENYUSUNAN 

Pasal 5 

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan : 

a. persiapan penyusunan RKPD; 

b. penyusunan rancangan awal RKPD; 

c. penyusunan rancangan RKPD; 



 

d. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD; 

e. perumusan rancangan akhir RKPD;  

f. penetapan RKPD. 

 

Pasal 6 

Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja PD 

berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra-PD serta tugas 

pokok dan fungsi PD. 

Pasal 7 

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Gubernur ini. 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 8 

(1) Gubernur melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD 

Tahun 2017. 

(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), meliputi: 

a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD 

telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam 

peratuan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, 

strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program 

PD yang ditetapkan dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 

2017 dan program strategis nasional; 

b. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan 

sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas 

daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah 

dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD 

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai 

landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) Tahun 2017; dan 

c. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target 

kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input) keluaran 

(output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen 

RKPD Tahun 2017. 

 

(3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2017. 

(4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 

2017. 



 

(5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 

dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2017. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 1  Juni 2016 

 
GUBERNUR 

 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
 

RUSTAM EFFENDI 

Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal  1  Juni 2016 

 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  

 
 

 dto 

 
SYAHRUDIN 

 

 
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 21 

SERI E  
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1.1. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka 

mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan 

secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan 

tahunan daerah. 

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan 

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 

kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.  

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (Renja-PD).  

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum 

APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang 

selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). 

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh 

mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah hingga tahun berkenaan. 
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Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan 

mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2017, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan 

agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.  

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain 

adalah: 

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.  

2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana 

tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.  

3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan 

yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.  

4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil 

(outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang 

bersifat realistis dan terukur.  

5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan 

prakiraan maju.  

 

Hal penting lain yang diperhatikan adalah, bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah yang tidak terlepas dari kerangka pembangunan nasional sehingga perlu 

diperhatikan upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional melalui 

proses penyelarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan 

nasional.  

RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Persiapan penyusunan RKPD. 

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:  

a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun 

RKPD;  

b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;  

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;  

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.  

2. Penyusunan rancangan awal RKPD. 

Rancangan awal RKPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD. 

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD, aktivitas yang dilakukan terdiri atas 

perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.  

a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai 

berikut:  
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1) Pengolahan data dan informasi.  

2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.  

3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.  

4) Evaluasi kinerja tahun lalu.  

5) Penelaahan terhadap kabijakan pemerintah nasional.  

6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi.  

7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.  

8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.  

9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.  

10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.  

11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.  

12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.  

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. 

Berpedoman pada RPJMD dilakukan dalam rangka penyelarasan terhadap: 

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi dengan program 

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi. 

2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dengan indikasi 

rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi. 

Sedangkan mengacu pada RPJMN dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan 

pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional. 

b. Penyajian rancangan awal RKPD. 

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:  

1) Pendahuluan.  

2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.  

3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.  

4) Prioritas dan sasaran pembangunan.  

5) Rencana program prioritas daerah.  

c. Penyusunan rancangan RKPD. 

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD 

menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Renja-PD. Verifikasi 

sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja 

dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja-PD provinsi sesuai dengan rencana 

program prioritas pada rancangan awal RKPD provinsi.  

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD. 

Musrenbang RKPD  dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan 

kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup: 

1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah 

kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan 

kegiatan hasil MusrenbangKabupaten/Kota.  

2) Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada 

pemerintah daerah provinsi pada MusrenbangRKPD kabupaten/kota dan/atau 
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sebelum MusrenbangRKPD provinsi dilaksanakan.  

3) Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.  

4) Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.  

5) SinergidenganRKP.  

3. Perumusan rancangan akhir RKPD. 

Pada perumusan rancangan akhir RKPD, verifikasi terhadap rancangan Renja-PD dijadikan 

sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.  

4. Penetapan RKPD. 

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan 

agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah. RKPD yang 

telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi 

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun 

berlandaskan RKPD. 

Penyusunan RKPD  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 memiliki makna yang 

strategis karena merupakan penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD 2012-2017 dan juga merupakan 

tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKPD yang telah ditetapkan digunakan 

sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah.  
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Gambar I.1 
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1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);   

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan 

Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 

19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

20. Instruksi Presiden  Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas 

Pembangunan Nasional Tahun  2010;  

21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 

Seri E); 
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26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-

2034(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014Nomor 1 Seri E). 

27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 

2016 Nomor 6 Seri E); 

 

1.3.  Hubungan Antar Dokumen 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, 

tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, 

yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan 

pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan 

daerah. 

Gambar I.2 

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD 

 
Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010 

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku 

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan 

berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah 

dan nasional. 
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